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DBNGAJf RABIIAT TUHA1' YAllG IIAHA EBA 

DOPA.TI LEBONG, 

.Menimbang a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman 
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
daerab, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan 
penganggaran, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Oaerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 sebagai 
landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 
dan Perubahan Prioritas dan Plafon Af\ggaran Scmentara 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oacrah 
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019; 

Menginga.t • 

b. bahwa berdasarkan pertimben~ s,obagairnanA. dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Rcncana Kerja Pemcrintah Daerah jRKPO) 
Kabupaten Lcbong Tahun 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bcngkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembcntukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 
di Prorinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

---- •Allaa Malorv No. 1 Tubei Kabuoatsn LebonQ Provinsi Bengkulu 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistcm 
PeTe-ncaoaan Pembangrman Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonema Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik lndooesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 . Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang 
Pembegieo Urusan Pemerintahan Antara ~we,iotah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322}; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
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13. Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 86 Tabun 2017 
Tentang Tata Cara Pen-ncaoaan, Pengendaliao dan Eva1ua.si 
Pembangunan Daerab, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Reocana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1312); 

14. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 611); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab 
Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Le bong Tahun 2017 Nomor 14); 

16. Ptraturan Oaerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dao susunan Q,-gaoisasi 
Perangkat Daerah (Lembe.ran Daerah Kabupe.ten Lebong 
Tahuo 2016 Nomor 10); 

IIIBll1JT08KAlt : 

PERATIIRAlf BUPATl LBBOIIG TBIITAIIG PERUBARA1' 
RBWCAIIA KER.JA PEIIBRJIITAH DABRAR IRKPDI 
KABUPATElf LBBOlfG TABUII :2019 

BABI 
KBTEIITUAII UlllUlll 

Pua1 l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong. 
2 . Bupati adalah Bupati Lebong. 
3 . Organisasi Perangkat Oaerah, sela:njutnya disebut OPD adalah Perangkat 

Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

4. Rencana Kcrja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tahun 2019, 
selanjutnya disebut RJ<PD Tahun 2019 adalah dok:umen pcrencanaan 
pcmbangunan daerah pcriode 1 (satu) Tahuo yaitu Tahun 2019 yang 
dimulai dari Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. 

5. Rcncana Kerja dan Angpran Satuan Kerja Perangkat Daerah selaJtjutnya 
diaebut RKA-OPJ\ adalab <iokumen pcrencanaan dao pengganggaran yang 
berisi pug.a.a clan kegiatan OPO serta anggaran yang diperlukan untuk 
mdebenekennya.. 
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6. Dolrumen P,,Jakseoaao Aogaran Satuao Kerja fffaogkat Daerah 
selaojutoya diacbut DPA-OPP adaJab •l.okumeo yang memuat paodapatao 
<Ian bela.aja pembiayaao setiap OPD yang diguoakan sebagai dasar 
peolaksanaan. olch pengguna anggaran. 

7. Kebijakao Umum APBD yang seLanjutoya disiogkat KUA adalab dokumeo 
yang mcmuat kebijakan bidang peodape.tan, belaoja, dan pembiayaao 
serta asumsi yang mendasarinya uotuk periode l (satu) tahuo. 

8. Prioritas dan Plafon Anggarao Sementara yang selanjutnya disiogkat PPAS 
adalah ranCBPgan program prioritas dan patokao batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan 
dalam peoyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

9. Prloritas dao Piaf on Anggaran yang selanjutoya disingkat PPA adalah 
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada OPO uotuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA­
OPD setelah disepakati dengan DPRD. 

10. Anggaran Pendapatao dan Belanja Oaerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah renCBPa keuangantahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah dacrah dan ditetapkao dengan 
Pcraturan Daerah. 

I I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan keputusao kepala daerah dan dipirnpin oleh 
sclaetaris daerah yang mempunyai tugas meoyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan kepa)a daerah dalam rangka peoyusunan APBO yang 
anggotanya terdiri dari pejabat pereoeana daerah, PPKO dan pejabat 
Iaiooya sesuai dcngan kebutuhan. 

PuaJ2 

(1) Pernbaban RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai: 
a l'l:doman bagi OPD delero me:nyusun Perubahan Rmja-OPD Tabuo 

2019; 
b. Landasan pcnyusunan Perubahan Kebijakao Umum Anggaran dan 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggarao Semeotara Uotuk Perubahan 
Anwran Pendape.tao dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
tuj uan untuk menyelaraskan antara perencanaao dan penganggaran 

• perubahan APBO Tahun Anggaran 2019. 

BABB 
RUANG LIXGKUP .PERUJIAIIAK RKPD 
KABUPATBlf LEBOJIIG TAJIUN 2019 

Pasal3 

(1) Perubahan RKPO sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 , memuat tentang: 
a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah; 
b. prioritas pembangunan daerah; dan 
c. rencana kerja dan pendanaannya. 

(2) Perubahan RKPD sebagairnar>~ diroaks11d pada ayat (1), terdiri dari : 
a. Lampi.ran I. 

Pokok-pokok Perubahan RKP'.D Kabupaten LeboogTa)mn 2019, tcrdiri 
dari : 
I. Bab 1. Pendahuluan; 
2. Bab D. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPO 

Tahuo 2019 <Ian 2019 Sampai Deogan Triwulan 11; 
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3. Bab m. Rc:ncana f'rogJ1un dan Kegjatan Prioritas dalam Pt:,,•babao 
RKPD Kabupaten LebongTahun 2019. 

4. Bab IV. Penutup 
b. Lampiran Il. 

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam 
~rubahan RKPD Kabupaten Lcbong Tahun 2019. 

(3) Lampiran I dan Lampiran n sebagaimam• diroak,.ud pada ayat (2), 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABm 
PELAKSAJIIAAJI PBRUBAHAN RKPD 
KABUPATB1' LBB01'G TABUl'f 2019 

Pual4 

Pcrubahan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan 
sampai dengan tanggal 31 Desember 20 I 9. 

BAB IV 
KETBNTUAlf PElfUTUP 

Pasa.15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pade. tanggal diundanglcan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini derigan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal .1j o""'i 
SBKRETARIS DAERAH 
KAB !ATBN LBBONG, 

B. IIOSTARAIII ABIDDf 

2019 

Ditr1&JA&o di Tuba . 
Jl8d" tnw : ~j o'M' 2019 

7<BUPAfl •w:::.~•r ,u,,, 

BERJTA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR ~:) 

-, ' 

' .. .,; 


